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<b>ABSTRAK</b><br>

Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi.
Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara
khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan
urgens batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan
perbandingan lima negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwatelah terjadi standar ganda antara batas
waktu pengujian undang-undang dengan sengketa yang lain dimana sengketa pembubaran partai politik,
perselisihan hasil pemilihan umum dan impeachment memiliki batas waktu penyel esaian sedangkan
pengujian undang-undang yang notabenenya adal ah kewenangan dominan dari Mahkamah Konstitusi justru
tidak memiliki batas waktu penyel esaiannya.Selain itu ketiadaan batas waktu penyel esaian juga terbukti
menciptakan suatu kondisi yang dinamakan justice delayed is justice denied, dimanabaik Pemohon,
Masyarakat dan Mahkamah Agung tidak mengetahui kepastian waktu tentang putusan pengujian undang-
undang akan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus korupsi mantan Hakim Konstitusi berinisial Idquo;PA
rdquo; juga menjadi studi dalam penelitian ini yang membuktikan bahwa ketiadaan batas waktu
menciptakan ruang negosiasi antara para pihak dan oknum pengadilan untuk melakukan tindakan koruptif.
Makadari itu perlu adanya upaya untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan
menambahkan tigaformulasi batas waktu penyel esaian pengujian undang-undang dalam suatu rumusan
norma. Ketiga rumusan tersebut adalah batas waktu pengujian undang-undang yang bersifat kerugian
potensial terhadap peristiwa konkret, batas waktu penyelesaian terhadap PERPU, dan batas waktu secara
umum. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka terdapat
konsekuensi hukum yang harus dilakukan berupa melakukan notifikasi dan penjelasan yang rasional kepada
Pemohon dan Masyarakat
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<b>ABSTRACT</b><br>

Judicia Review represents the most dominant authority at the Constitutional Court. However, it has been
fourteen years since the establishment of the Constitutional Court and the regulation to specifically
determine a definite deadline for case resolution has yet to be issued. This theses discusses and aso
formulate the urgency to establish case resolution deadline for judicial review at the Constitutional Court of
the Republic of Indonesia. The research method applied utilizes normative research method improvised with
comparative study from three countries. Research results revealed signs of double standards between the
deadlines for judicia review with other judicial disputes, whereas political party dissolution dispute, general
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election results dispute and impeachment presented definite deadline for case resolution while judicial
review which supposedly represents the domain jurisdiction of the Constitutional Court fails to submit any
deadline for case resolution. In aternative, that the vacuum in such deadline has generated the condition
known as rdquo justice delayed isjustice denied rdquo , in which the Applicant, Public and the Supreme
Court is shrouded concerning the definite deadline for the judicial review, to interpret any legal binding
effect out of it. The corruption case of Idquo PA rdquo as former Constitutional Court was also investigated
in this research as an evidence that the vacuum in the deadline has in turn created a negotiation room
between parties and court officials to conduct corruptive actions. As such, the necessity to revised the Law
on Constitutional Court is of paramount importance by adding three formula on deadline for case resolution
within a normative framework. Those three formulations constitutes deadline in judicia review for laws
with potential laws in nature to concrete events, deadline in judicial review to PERPU, and genera deadline.
In the event that the Constitutional Court issued a decision for such case beyond the agreed deadline, then
such act will trigger mandatory legal consequences comprised of issuing notification and rational reasoning
to the Applicant and Public at large.



